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PERAN EDUKASI DAN SOSIALISASI SAMSAT LAMPUNG TIMUR 

PADA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM 

MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK  

WILAYAH V LAMPUNG TIMUR 

 

 

ABSTRAK 
 

 

Oleh: 

DESY NUR MUTIARANI 

 

 

 

Salah satu pendapatan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

Peran edukasi sangat penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

sekaligus menghindarkan dari adanya informasi asimetris. Kegiatan edukasi 

perpajakan salah satunya dapat diberikan dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi 

perpajakan dinilai mampu menumbuhkan kesadaran untuk membayar pajak 

melalui pemberian informasi dan pemahaman mengenai kebijakan perpajakan, 

serta tata cara perpajakan yang harus diikuti. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran edukasi dan 

sosialisasi samsat lampung timur pada pembayaran pajak kendaraan bermotor 

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak wilayah V Lampung Timur. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara 

dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Ketua SAMSAT Sukadana, Staff 

SAMSAT Sukadana dan wajib pajak wilayah V Lampung Timur, sedangkan 

dokumentasi diperoleh dari brosur dan struktur organisasi SAMSAT Sukadana 

Lampung Timur. 

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaannya belum semuanya 

terealisasi dengan baik salah satunya karena kurangnya perhatian dari petugas 

pajak terhadap masyarakat awam dan juga kurangnya kesadaran masyarakat itu 

sendiri untuk menggali informasi tentang pajak kendaraan bermotor sehingga hal 

tersebut mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak di wilayah V 

Lampung Timur. 
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MOTTO 

 

ِينَ ءَامَنُواْ لََ  هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ ن تكَُونَ تجََِٰرَةً عَن يََٰٓ

َ
ٓ أ َٰلكَُم بيَۡنَكُم بٱِلۡبََٰطِلِ إلَِذ مۡوَ

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
تأَ

َ كََنَ بكُِمۡ رحَِيمٗا   نفُسَكُمۡۚۡ إنِذ ٱللَّذ
َ
ِنكُمۡۚۡ وَلََ تَقۡتُلُوٓاْ أ  ٢٩ترََاضٖ م 

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Posisi pajak sebagai pendapatan dalam negeri memang pada akhirnya 

sangat dominan, namun kini tidak terlalu menguntungkan jika dilihat dari 

jangkauan wajib pajak yang menjadi wajib pajak patuh. Kenyataannya, 

kebersamaan bangsa menuju peningkatan kemandirian membutuhkan tekat dan 

disiplin yang berlebihan. Oleh karena itu, setiap manusia Indonesia harus 

menyadari bahwa dengan memainkan hasil-hasil pembangunan semakin besar 

kewajiban manusia atas pajak dalam pelaksanaan perbaikan pertumbuhan. 

Kesadaran akan tugas ini merupakan harga yang mendasar dalam 

pembangunan dan diharapkan dapat diketahui kepatuhan pajak.
1
 

Pajak Kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak provinsi yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal Tiga tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah serta Retribusi Daerah yang berbunyi 

“Pemerintah dan publik memiliki peran yang sama pentingnya dalam 

menentukan bagaimana pajak harus ditetapkan. ditetapkan agar pemenuhan bea 

masuk pajak juga dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dan keberhasilan penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dilaksanakan.” 

Salah satu pendapatan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB). Peran Pajak Kendaraan Bermotor sebagai bagian dari pajak daerah 

                                                 
1 R. A. Vivi Yulian Sari dan Neri Susanti, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan 

Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan 

Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma”, Ekombis Review-R. A. Vivi Yulian Sari, Neri Susanti, 64. 
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yang begitu penting bagi Pendapatan Asli Daerah, membuat pemerintah terus 

berupaya memaksimalkan penerimaan pajak tersebut.
2
 

Dasar penerimaan pajak  sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. 

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan wajib 

pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan 

pajak.
3
 

Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif, 

selain juga syarat subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan 

dengan sasaran pengenaan pajak (objek pajak). Contohnya adalah wajib pajak 

yang memiliki penghasilan dan memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. 

Subjek pajak menurut tempatnya dibagi menjadi subjek pajak dalam dan luar 

negeri.
4
 

Peran edukasi sangat penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak sekaligus menghindarkan dari adanya informasi asimetris. 

Kegiatan edukasi perpajakan salah satunya dapat diberikan dalam bentuk 

sosialisasi. Sosialisasi perpajakan dinilai mampu menumbuhkan kesadaran 

untuk membayar pajak melalui pemberian informasi dan pemahaman mengenai 

kebijakan perpajakan, serta tata cara perpajakan yang harus diikuti.
5
 

                                                 
2 Ardiyanti, dan Supadmi, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, 

dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak”,Jurnal Akutansi, Vol. 

30, No. 8, Denpasar/Agustus 2020, 1916. 
3 Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada 

Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen), Jurnal Nominal, Vol. VII, No. 1/2018, 34.  
4 Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), 22. 
5Ibid., 
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Layanan SAMSAT menjadi peran penting dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin baik pelayanan 

SAMSAT maka semakin tinggi niat wajib pajak untuk melakukan 

kewajibannya. Begitu pula sebaliknya, apabila pelayanan SAMSAT kurang 

baik, maka semakin rendah pula niat wajib pajak melakukan kewajibannya. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan survey ke daerah Sukadana dan 

Batanghari Nuban. 

Berdasarkan hasil pra survei di tempat kerja SAMSAT Lampung 

Timur, jenis Wajib Pajak kendaraan bermotor yang taat membayar pajak 

kendaraan bermotor tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Laporan Penerimaan PKB 

Uraian 

Buku Kohir 
Wajib Pajak Tunggakan R2 Jumlah Keseluruhan 

Pendaftaran 
Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

(<1 Tahun) 
2017 2018 2019 

2017 2018 2019 

BK 19 47.546 64.940 54.330 1.290 2.659 3.567 48.836 67.599 57.897 

BK 20 6.872 12.755 13.829 - - - 6.872 12.755 13.829 

BK 21 3.500 2.524 2.164 102 157 233 3.602 2.681 2.397 

Sumber: Data Kantor SAMSAT Lampung Timur 

Berdasarkan deskripsi tabel, peneliti menjadikan BK 19 sebagai dasar 

penelitian. Maksud dari BK 19, BK 20, BK 21 adalah buku kohir nomor 

19,20,21 yaitu surat atau daftar penetapan pajak. Jadi BK 19 adalah jumlah 

wajib pajak yang terdaftar dalam surat atau daftar penetapan pajak no 19, 

begitupun seterusnya. Diketahui BK 19 adalah data yang paling banyak wajib 

pajak tidak membayarkan pajaknya. Padahal jika dilihat dari tahun ke tahun 

semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor. Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi wajib pajak tidak membayar pajak seperti faktor 
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kesadaran masyarakat, tingkat pengetahuan tentang pajak, faktor ekonomi, dan 

lain sebagainya. Begitu juga dengan peran samsat Sukadana adalah satu hal 

yang penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Oleh karenanya faktor-

faktor dan peran kantor Samsat tersebut tersebut akan dibahas dalam penelitian 

ini sehingga dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah V Lampung Timur. 

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Samsat Sukadana yaitu 

Bapak Badarrudin. Beliau sudah melakukan tugasnya untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Diantaranya melakukan sosialisasi melalui media 

internet. Karena untuk melakukan sosialisasi secara tatap muka masih jarang 

dilakukan karena luasnya wilayah. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh 

SAMSAT adalah seperti samsat keliling, pada kegiatan samsat keliling 

masyarakat diberikan pengertian tentang pajak, hukum pajak, dan manfaat 

yang diperoleh setelah kita membayar pajak. 

Peneliti melakukan wawancara dengan dua wajib pajak di daerah 

trisnomulyo. Salah satu nya adalah Bapak Warisman, beliau mengaku sudah 

tidak membayar pajak sekitar tiga tahun terakhir. Alasan beliau adalah karena 

kendaraan bermotornya tidak dibawa ke luar desa. Karena menurut beliau 

kalau di dalam desa saja tidak ada operasi lalu lintas. Kedua Ibu Silvia, 

menurut beliau jarak tempuh untuk membayar pajak lumayan jauh dari tempat 

tinggalnya. Selain itu beliau kurang sabar menunggu antrian panjang untuk 

membayar pajak kendaraan bermotor. Beliau mengharapkan ada pembayaran 
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pajak keliling secara rutin agar memudahkan pembayaran pajak untuk tempat 

tinggal yang jauh dari kantor Samsat. 

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka judul penelitian adalah “Peran 

Edukasi Dan Sosialisasi Samsat Lampung Timur pada Pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Wilayah V 

Lampung Timur”. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan landasan dan permasalahan sebelumnya, maka yang 

menjadi pertanyaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak patuh membayar 

pajak kendaraan bermotor di Wilayah V Lampung Timur? 

2. Bagaimana upaya Sosialisasi dan edukasi Samsat Lampung Timur untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? 

 

C. Maksud dan Kegunaan Penelitian 

1. Maksud Penelitian 

Berdasarkan dengan permasalahan itu, maksud dari penelitian ini 

yakni guna memahami mengetahui sebab akibat publik tidak mau 

melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Wilayah V 

Lampung Timur serta bagaimana peran edukasi dan sosialisasi Samsat 

Sukadana dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Untuk penyusun, dapat menawarkan pengetahuan tambahan tentang 

pajak. 

b. Untuk lembaga, bisa memberikan manfaat untuk memperbaiki pelayanan 

aktivitas perpajakan di kantor SAMSAT Kabupaten Lampung Timur. 

c. Untuk kalangan akademis, dapat menjadi rujukan perihal masalah Pajak 

Kendaraan Bermotor. 

d. Untuk publik, diharapkan dijadikan dorongan atau motivasi guna 

mempraktikkan aktivitas membayar Pajak. 

 

D. Penelitian Relevan 

1. Ririn Rahayu Ningsih, berjudul: “Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor (kasus lihat di tempat kerja 

SAMSAT Kabupaten Banyuasin)”. Perbedaan dari tesis peneliti adalah 

melihat tujuan untuk mengetahui pengaruh dari mesin pengelolaan pajak, 

penawaran pajak kelas satu. Sedangkan skripsi peneliti membahas tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak  dan bagaimana 

peran edukasi dan sosialisasi SAMSAT Lampung Timur pada Pembayaran 

Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak 

yang telah terjadi di Wilayah V Lampung Timur. Persamaannya adalah 

meneliti tentang kasus kendaraan bermotor roda dua.  

2. Suarni dan Marlina, berjudul: “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas 

pelayanan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
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Pribadi di KPP Pratama Padang Satu”.  Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk melihat tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya di KPP 

Pratama Padang Satu dengan data yang dikumpulkan dalam rentan waktu 

yang tidak begitu lama. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner  yaitu 

dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden. Sedangkan 

skripsi peneliti membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak  dan bagaimana peran edukasi dan sosialisasi 

SAMSAT Lampung Timur pada Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang telah terjadi di Wilayah 

V Lampung Timur. Persamaannya adalah meneliti tentang kasus kendaraan 

bermotor roda dua.  

3. Skripsi yang ditulis oleh Yusana Anggura Sulistyawati dari Fakultas 

Ekonomi dan Perusahaan Niaga, Perguruan Tinggi Muhammadiyah 

Yogyakarta berjudul “Unsur-Unsur yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan 

Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor (Studi Empiris di 

SAMSAT Klaten). Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh 

Perhatian, dampak sosialisasi, dampak denda provider, dan dampak sanksi 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan 

skripsi peneliti membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak  dan bagaimana peran edukasi dan sosialisasi 

SAMSAT Lampung Timur pada Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang telah terjadi di Wilayah 
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V Lampung Timur. Persamaannya adalah meneliti tentang kasus kendaraan 

bermotor roda dua.  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pajak 

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor 

Menurut Soemitro pajak adalah “kontribusi manusia untuk 

perbendaharaan negara berdasarkan sepenuhnya pada hukum (yang dapat 

ditegakkan) tanpa menerima penawaran (kontra-pencapaian) yang dapat 

segera ditetapkan dan digunakan untuk membayar biaya-biaya umum.”
1
 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang sehingga dapat dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa 

secara langsung.
2
 

Pengertian perpajakan sesuai dengan Peraturan Nomor 16 Tahun 

2009 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Rentang 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Standar dan Taktik Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 

berbunyi “bahwa pajak merupakan kontribusi wajib bagi negara yang 

terutang melalui karakter atau entitas yang memaksa berdasarkan peraturan, 

tanpa menerima kompensasi langsung dan terbiasa untuk keinginan negara 

demi kesejahteraan umat manusia.”
3
 

Pengertian pajak sesuai dengan peraturan No. 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Pendekatan Perpajakan, “Pajak merupakan 

sumbangan wajib kepada bangsa yang terutang melalui pribadi manusia atau 

                                                 
1 Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), 1 
2 Aristanti Widyaningsih, Hukum Pajak dan Perpajakan (Bandung: Alfabeta, 2013), 2. 
3Ibid 



10 

 

 

badan yang mungkin bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-

undangan tanpa menerima pengembalian langsung dan digunakan untuk 

kebutuhan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
4
 

Berdasarkan pengertian diatas, pajak adalah iuran wajib pajak atau 

kontribusi kepada negara yang bersifat memaksa yang nantinya akan 

digunakan untuk keperluan memakmurkan rakyat.  

Pajak Kendaraan bermotor (PKB) adalah “pajak atas penguasaan 

atau penguasaan kendaraan bermotor, khususnya mobil roda atau roda 

ekstra beserta gandengannya yang digunakan pada segala bentuk jalan darat 

dan didorong dengan alat teknik berupa sepeda motor. atau peralatan lain 

yang mampu mengubah sumber daya tertentu menjadi pergerakan mobil 

yang bersangkutan, bersama dengan peralatan pemindah gigi yang sangat 

besar.”
5
 

Pajak Kendaraan bermotor yaitu “pajak atas penguasaan dan / atau 

pengelolaan kendaraan bermotor. Jenis Pajak Kendaraan bermotor yang 

akan menjadi Pajak Kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan / atau 

penguasaan atas kendaraan bermotor.”
6
 

a. Dikecualikan dari objek PKB adalah kepemilikan dan / atau pengurusan 

kendaraan bermotor. 

 

                                                 
4Ibid 
5 Muammar Khaddafi dan Annesa Dianty Darwin, Analisis Pengenaan Tarif Pajak 

Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor The FourMaxim (Studi Kasus SAMSAT Kabupaten 

Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Jurnal Akutansi dan Keuangan, Vol. 6, No. 2/Agustus 

2018, 107. 
6Ibid 
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1) Kereta api 

Kendaraan bermotor yang hanya diperuntukkan guna 

kepentingan ketahanan dan keutuhan kenegaraan.  

2) Kendaraan bermotor sebagaimana dipunyai serta dikendalikan dengan 

menggunakan duta besar dan spesialis kenegaraan asing di seluruh 

dunia.  

3) Retribusi lain sebagaimana yang diatur dengan bantuan Perda 

Orang yang wajib pajak Kendaraan bermotor, sesuai dengan 

Pasal empat Peraturan Daerah 28 Tahun 2009 tentang Daerah dan 

Retribusi Daerah, tantangan Pajak Kendaraan bermotor adalah orang 

pribadi atau badan yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan 

bermotor. 

b. Landasan Pengenaan Pajak 

NJKB (Nilai pendapatan kendaraan bermotor) ditentukan 

terutama berdasarkan biaya pasar secara keseluruhan dalam minggu 

pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Dalam hal harga pasar 

kendaraan bermotor secara keseluruhan tidak diketahui, NJKB dapat 

ditentukan seluruhnya berdasarkan beberapa atau semua faktor berikut 

ini. 

1) Tarif kendaraan bermotor dengan isi silinder dan / atau unit listrik 

yang sama. 

2) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi 

3) Tarif kendaraan bermotor dengan merek yang sama. 



12 

 

 

4) Tarif mobil dengan tahun pembuatan yang sama 

5) biaya kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor 

6) Muatan kendaraan bermotor dengan mobil sejenis 

7) Harga kendaraan bermotor didasarkan sepenuhnya pada laporan 

Pernyataan Impor (PIB)
7
 

 

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 

Selanjutnya adalah gagasan untuk menghitung dan menghitung 

biaya pajak kendaraan bermotor. 

a. Sebagai dasar penghitungan PKB, jumlah pajak kendaraan bermotor 

yang terutang dihitung dengan menggeser tarif pajak ke dasar pengenaan 

pajak. Perhitungan PKB itu standar. 

Hutang pajak = harga pajak * landasan kewajiban pajak 

 = harga pajak * (NJKB * Berat) 

b. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan secara seragam untuk seluruh 

wilayah Indonesia dan diatur melalui peraturan pemerintah dengan 

maksud untuk tidak menggunakan harga pajak yang lebih baik di wilayah 

positif. Biaya pajak PKB adalah sebagai berikut: 

1) Tarif Pajak Kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10% 

(sepuluh persen) dengan keterangan sebagai berikut: 

a) Tarif pajak mobil nonpublik kepemilikan pertama ditetapkan 

menjadi yang terbaik sebesar 2% (persen) 

                                                 
7Ibid., 56 
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b) Untuk kendaraan bermotor pribadi milik ke-2 dan seterusnya dapat 

ditetapkan tarif secara bertahap paling tinggi 10%. 

2) Pungutan PKB atas angkutan umum, ambulans, mesin perapian, bina 

sosial keagamaan, sosial dan spiritual, aparat / TNI / POLRI, 

pemerintah daerah, dan mobil lain yang diatur dengan peraturan 

daerah, dan motor lain yang ditetapkan paling sedikit 0,5 % dan yang 

terbaik adalah dua%, tarif pajak untuk kendaraan bermotor sistem 

besar ditetapkan paling rendah 0,1% dan yang terbaik 0,2% 

3) Biaya BBNKB ditetapkan paling tinggi masing-masing, yaitu sebagai 

berikut: 

a) setoran pertama ditetapkan sebesar 20% 

b) setoran kedua dan seterusnya diputuskan menjadi 1% (satu persen)
8
 

 

3. Orang yang Berkewajiban Membayar Pajak 

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang 

Strategi Perpajakan yang dimaksud melalui Wajib Pajak adalah sebagai 

berikut “Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sesuai dengan ketentuan 

pedoman hukum perpajakan yang ditetapkan untuk melaksanakan tanggung 

jawab perpajakan, bersama dengan pemungut pajak atau pemotongan pajak 

positif.”
9
 

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor Enam Belas 

Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 1983 

                                                 
8 Jordi Theo, et. al., “Analisis Penerimaan dan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 

Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”, Jurnal Riset Akutansi going Concern, 

2018, 525.   
9Ibid 
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tentang Ketentuan Standar dan Pendekatan Perpajakan, Wajib Pajak adalah 

sifat atau badan yang sejalan dengan ketentuan peraturan perpajakan. 

ditentukan. untuk melakukan bea pajak, bersama dengan kreditor pajak atau 

pemotongan pajak tertentu.
10

 

Akibatnya, wajib pajak wajib melaksanakan tanggung jawab 

perpajakannya, termasuk memungut dan memotong pajak tertentu. Oleh 

karena itu, pihak berwenang berkewajiban untuk memastikan bahwa para 

pembayar pajak memahami dalam menjalankan tanggung jawab mereka 

kepada negara dan bersedia untuk menahan mereka dengan keyakinan yang 

diinginkan dengan bea pajak mereka.
11

 

Perilaku wajib pajak merupakan ciri wajib pajak yang direnungkan 

dengan bantuan gaya hidup, sistem sosial dan keuangan yang direnungkan 

dalam tahap fokus mereka dalam membayar pajak. Tanda perilaku wajib 

pajak antara lain: 

1) tingkat kerumitan kebijakan 

2) kurangnya sosialisasi aturan 

3) Sanksi pajak yang berat atau ringan 

4) moral publik.
12

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perilaku wajib mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak. Perilaku wajib pajak tersebut dapat dicerminkan 

oleh budaya lingkungan tempat tinggal. 

                                                 
10 UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000. 
11Ibid., 
12Imam Nur Akbar, et. al., “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap 

Pelaksanaan Sels Assessmentsystem”, 3. 
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B. Sosialisasi dan Edukasi  

1. Sosialisasi 

a. Pengertian Sosialisasi  

Menurut David B. Brinkerholt dan Lynn K. White, sosialisasi 

diberi pengertian sebagai “suatu proses belajar peran, status, dan nilai 

yang diperlukan untuk keikutsertaan (partisipasi) dalam institusi sosial. 

Sedangkan menurut James W. Vander Zanden, mendefinisikan sosialisasi 

sebagai “suatu proses interaksi sosial dengan mana orang memperoleh 

pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutserataan 

(partisipasi) efektif dalam masyarakat.
13

 

Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah tentang proses, 

yaitu hal yang penting dalam suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, 

norma, dan perilaku. Dan juga tentang tujuan, dimana sesuatu yang 

diperlukan agar mampu berpartisipasi efektif dengan masyarakat. 

b. Bentuk Sosialisasi Perpajakan 

Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan 

penting dalam upaya memasyarakatkan pajak dalam upaya kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Melalui surat edaran Direktur Jenderal Pajak 

Nomor SE–22/PJ/2007 tentang penyeragaman sosialisasi perpajakan bagi 

masyarakat menyatakan bahwa indikator sosialisasi perpajakan terdiri 

atas: 

 

                                                 
13Damsar, Pengantar Sosisologi Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 65-

66. 
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1) Media informasi 

Sumber informasi tentang pajak banyak bersumber dari media 

massa, namun media luar ruang juga menjadi sumber informasi pajak 

yang diperhatikan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka 

sebaiknya media informasi lebih banyak digunakan dalam sosisalisasi 

perpajakan secara urut adalah: media televisi, media koran, media 

spanduk, media poster dan brosur, media billboard, media radio. 

2) Slogan  

Slogan hendaknya tidak menakut-nakuti atau bersifat 

intimidasi tetapi bersifat ajakan, slogan ditekankan kepada manfaat 

pajak yang diperoleh. Contoh slogan yang memperoleh peringkat 

tertinggi karena memenuhi kriteria tersebut adalah “lunasi pajaknya 

awasi penggunannya”. 

3) Cara penyampaian 

Penyampaian informasi perpajakan sebaiknya dilakukan 

dnegan cara kontrak langsung kepada masyarakat, misalnya melalui 

seminar, diskusi, dan lainnya. 

4) Kualitas sumber informasi 

Informasi tentang pajak dirasa sangat kurang oleh masyarakat. 

Sumber informasi yang dinilai informatif dan dibutuhkan secara urut 

adalah call center, penyuluhan, internet, petugas pajak, iklan bis, 

televisi.  
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5) Materi sosialisasi 

Materi sosisalisasi yang disampaikan lebih ditekankan kepada 

manfaat pajak , manfaat NPWP, dan pelayanan perpajakan di masing-

masing unit. 

6) Kegiatan penyuluhan 

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, yang penting di 

perhatikan adalah metode yang digunakan yaitu metode diskusi. 

2. Edukasi 

a. Pengertian Edukasi 

Edukasi atau pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia 

untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam 

masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah 

pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan 

sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, 

pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau 

kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup 

atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.
14

 

Secara umum dapat dikatakan semakin tinggi tingkat pendidikan 

wajib pajak semakin mudah bagi mereka untuk memahami segala 

sesuatu yang berhubungan dengan pajak termasuk peraturan-peraturan 

perpajakan. Tidak smeua wajib pajak memahami peraturan perpajakan, 

bagi wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan 

                                                 
14Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 1. 
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diharapkan dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban 

perpajakannya.
15

 

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

edukasi adalah suatu pemberian pemahaman atau ilmu pengetahuan 

tentang sesuatu yang belum diketahui masyarakat baik secara teori 

maupun secara fakta. Edukasi tersebut dapat diberikan langsung atau 

melalui media. 

b. Fungsi Edukasi 

Menurut surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 

94/PJ/2010 fungsi edukasi dilakukan oleh petugas pajak untuk 

memberikan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai ketentuan-

ketentuan perpajakan yang berlaku yang dapat berupa informasi 

mengenai perubahan peraturan perpajakan, penelitian surat 

pemberitahuan (SPT), himbauan, pembetulan surat pemberitahuan, dan 

himbauan dinamisasi pajak.
16

 

3. Hubungan Sosialisasi dan Edukasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang 

baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti 

pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika sosialisasi perpajakan 

                                                 
15Adetya Erlian Adiatama, dkk. “Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan Himbauan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasila”,. 3. 
16Intan Farika, “Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Kinerja Account Representative 

kaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi, Vol. 5, No. 3/2016, 4.  
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disampaikan dengan jelas, benar, dan nyaman oleh  petugas pajak maka 

wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar 

pajak yang secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
17

 

Begitu juga dengan pengetahuan terhadap perpajakan secara umum 

belum menyeluruh menyentuh dunia pendidikan. Pendidikan juga dapat 

mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Pengaruh pendidikan bisa 

menguntungkan atau tidak menguntungkan. Orang berpendidikan akan lebih 

memahami peluang untuk melakukan penggelapan pajak sehingga dapat 

mempengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan mereka. Di sisi lain, orang-

orang yang berpendidikan cenderung lebih memiliki pengetahuan tentang 

manfaat pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan mereka. 
18

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sosialisasi 

dan edukasi adalah hal yang sangat penting. Karena sosialisasi dan edukasi 

tentang pajak sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Maka petugas pajak seharusnya memberikan sosialisasi dan edukasi secara 

menyeluruh dan konsisten kepada masyarakat. Sebab dilihat masih banyak 

masyarakat yang belum paham atau tidak mengerti sama sekali tentang 

pentingnya pajak. 

 

 

 

 

                                                 
17 Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada 

Wajib Pajak Orang Pibadi di KPP Pratama Kebumen), Jurnal Nominal, Vo. 7, No. 1/2018, 37. 
18 Erica Kakunsi, et. Al, “Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna, Jurnal Riset Akutansi Going 

Consern, Vol. 12, No.2/2017, 392. 
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C. Kepatuhan Wajib Pajak 

1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak memenuhi kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai 

dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak 

merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak 

prespektif.
19

 

Kepatuhan wajib pajak adalah bahwa wajib pajak mempunyai 

kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan 

yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan investigasi seksama, 

peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun 

administrasi.
20

 

Kepatuhan wajib pajak berarti kemauan dan mempunyai rasa 

bersalah apabila tidak membayar kewajiban pajaknya terhadap negara. 

 

2. Macam-macam Kepatuhan Pajak 

Menurut Nurmantu Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan 

dimana waib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu: 

                                                 
19Randy Ilhamsyah, dkk. “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang 

Peraturan Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Jurnal Perpajakan, Vol. 8, No. 1/2016, 2. 
20R.A. Vivi Yulian Sari dan Neri Susanti, “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan 

Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi 

Kabupaten Seluma”, Skripsi, Universitas Dehasen Bengkulu, 2013, 67.  
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a. Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang perpajakan. 

b. Kepatuhan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara 

substansif atau haketkatnya memenuhi semua ketentuan metrial 

perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.
21

 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Faktor Kesadaran Masyarakat 

Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong 

semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya sebagai wajib 

pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud 

tanggung jawab berbangsa dan bernegara. 

b. Faktor Pengetahuan tentang Pajak 

Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak 

melaksanakan kewajibanya khususnya pengetahuan dasar tentang 

perpajakan masyarakat pada umumnya yang belum banyak mengerti 

akan informasi tentang pajak. 

Apabila wajib pajak sudah memiliki pengetahuan tentang pajak 

maka besar kemungkinan wajib pajak akan patuh untuk melaksankan 

                                                 
21Mingriani Igam, dkk. “Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor 

Pelayan Pajak Pratama, Jurnal Bussiness, Vol. 3, No. 2/2018, 243. 
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kewajibannya. Namun sebaliknya, apabila wajib pajak belum banyak 

mengerti soal pajak, maka akan banyak yang tidak patuh melaksanakan 

kewajibannya. 

c. Faktor Moral Wajib Pajak 

Moralitas merupakan salah satu pemicu yang sangat penting 

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Moralitas berkaitan dengan 

norma individu. Dapat berupa perasaan bersalah yang dimiliki oleh 

individu, dimana terdapat perbedaan di setiap individu menegenai 

moralitas ini. Individu yang sudah menyadari sadanya kewajiban, dalam 

hal ini kewajiban tentang pajak kendaraan bermotor akan berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhannya, terhadap pembayaran PKB. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa moral yang kuat akan meningkatkan tingkat 

kepatuhan wajib pajak.
22

 

Moral wajib pajak sangat berpengaruh dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Moral ini dapat tercermin dari lingkungan 

sekitar wajib pajak. Apabila lingkungan tempat tinggalnya baik atau 

disiplin, maka moral wajib pajak juga akan baik. Namun sebaliknya, 

apabila lingkungan wajib pajak kurang baik maka kurang baik pula 

moral wajib pajaknya sehingga dengan gampang meninggalkan 

kewajibannya. 

 

  

                                                 
22Pratomo Cahyo Kurniawan, “Anallisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 (Studi pada Badan Pengelola Pendapatan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah)”, Jurnal Akutansi Terapan Indonesia, Vol. 2, No. 1/2019, 18. 



BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik penelitian 

kualitatif sering disebut sebagai teknik penelitian naturalistik karena 

penelitian dilakukan dalam situasi herbal (penempatan alamiah), disebut 

juga strategi etnografi, karena pada awalnya teknik ini berubah menjadi 

umum digunakan untuk penelitian dalam mata pelajaran antropologi 

budaya, dimaksud sebagai teknik kualitatif, karena data yang terkumpul dan 

evaluasi lebih bersifat kualitatif.
1
 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini adalah penelitian 

lapangan dimana penulis langsung ke lapangan untuk mendapatkan 

informasi tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor di wilayah V Lampung Timur. 

2. Sifat Penelitian 

Kajian deskriptif adalah “penelitian yang bertujuan untuk membuat 

gambaran tentang kondisi atau kegiatan. Dalam pengertian ini penelitian 

deskriptif adalah penumpukan informasi sederhana dengan cara deskriptif, 

tidak ingin berusaha mencari atau memberikan penjelasan untuk hubungan, 

menguji hipotesis, membuat prediksi, atau mendapatkan makna dan 

                                                 
1 Sugiyono, Metode Penelitian., 8 
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implikasi, terlepas dari kenyataan bahwa penelitian ambisi untuk 

menemukan hal ini juga dapat mencakup metode. pendekatan deskriptif.”
2
 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-

kejadian.
3
 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian deskriptif berarti 

menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara sistematis. 

Penelitian ini menggambarkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan melihat bagaimana peran 

Samsat Sukadana dalam meningkatkan Kepoatuhan Wajib Pajak di wilayah 

V Lampung Timur. 

 

B. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer  

Catatan utama diperoleh dari sumber nomor satu, yaitu peneliti 

(pencipta) tanpa penundaan mengamati atau menyaksikan kegiatan tertulis.
4
 

Sumber utama pada kajian ini adalah Ketua SAMSAT Sukadana, 

Staf bagian Pendataan SAMSAT Sukadana, staf bagian TU SAMSAT 

Sukadana, dan wajib pajak. 

 

 

 

                                                 
2 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 76. 
3 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 76. 
4Ibid., 74 
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2. Sumber Data Sekunder  

Informasi kedua yang diterima dari aset sekunder, khususnya 

peneliti mengajukan konsekuensi pengamatan orang lain yang pernah atau 

lebih telah lepas dari kejadian unik tersebut.
5
 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan 

artikel-artikel yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Peran Edukasi 

Dan Sosialisasi Samsat Lampung Timur Pada Pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Wilayah V 

Lampung Timur. 

 

C. Teknik Pengumpul Data 

Teknik pengumpulan data dapat dicapai dengan pendekatan berikut. 

1. Interview 

Interview yang dinyatakan di sini adalah cara untuk mengumpulkan 

catatan yang benar untuk fungsi sistem pemecahan masalah tertentu, yang 

sesuai dengan statistik. Pencatatan dengan metode ini dilakukan dengan 

menggunakan tanya jawab verbal langsung antara satu atau lebih 

pewawancara dan satu atau lebih manusia yang diwawancarai.
6
 

Peneliti melakukan wawancara kepada Ketua SAMSAT Sukadana, 

Staf bagian Pendataan SAMSAT Sukadana, dan wajib pajak di wilayah V 

Lampung Timur. 

 

                                                 
5Ibid.  
6Ibid  



26 

 

 

2. Dokumentasi 

Pendokumentasian digunakan untuk mengumpulkan catatan-catatan 

dalam bentuk catatan tertulis yang memuat statistik dan motif sebenarnya 

sebagaimana berhubungan dengan dengan rumusan penelitian.
7
 

Penulis melakukan dokumentasi dengan cara mengumpulkan artikel-

artikel dan data dari SAMSAT Sukadana. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis fakta sebelum peneliti 

memasuki sektor tersebut. Analisis menjadi lengkap atas catatan hasil studi 

pendahuluan atau fakta sekunder yang akan digunakan untuk melokalisasi 

fokus penelitian. Namun demikian, fokus studi ini masih bersifat sementara 

dan akan berkembang setelah peneliti memasukkan dan selama durasi 

penelitian di lapangan. 

Menganalisis informasi adalah langkah yang sangat penting dalam 

studi. Peneliti harus memastikan sampel evaluasi mana yang akan digunakan, 

apakah evaluasi statistik atau evaluasi non statistik. pemilihan ini bergantung 

pada jenis statistik yang dikumpulkan. Evaluasi statistik sesuai dengan catatan 

kuantitatif atau informasi yang dikuantifikasi, khususnya catatan yang 

berbentuk angka, sedangkan evaluasi non statistik cocok untuk informasi 

deskriptif atau statistik tekstular. Statistik deskriptif secara teratur hanya 

                                                 
7Ibid., 152 
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dianalisis sesuai dengan isinya, dan karena itu jenis evaluasi ini juga disebut 

evaluasi isi.
8
 

Berdasarkan hal tersebut, penulis menggunakan analisis non-statistik 

yang sesuai dengan penelitian ini dimana penelitian ini bersifat deskriptif 

kualitatif. Penulis mengumpulkan data-data dan dianalisis dengan cara berfikir 

induktif yang berawal dari informasi tentang Peran Edukasi Dan Sosialisasi 

Samsat Lampung Timur Pada Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dalam 

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Wilayah V Lampung Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Sumadi Suryabrata, Metodologi Peneleitian., 40. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum SAMSAT Sukadana Lampung Timur 

1. Sejarah UPTD Pendapatan Wilayah V Lampung Timur 

UPTD V dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung 

Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan Pada Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Lampung. 

Sejarah perkembangan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, 

embrionya diawali dengan dibentuknya suatu Biro pendapatan dan 

perpajakan sebagai Sub Ordinat dari dministratur Keuangan.  

UPTD Pendapatan Wilayah V Kelas A, yang berkedudukan di 

Sukadana Kabupaten Lampung Timur, meliputi: 

a. Kantor bersama Samsat Sukadana Kabupaten Lampung Timur 

b. Samsat Keliling Lampung Timur 

c. Samsat Keliling Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur 

d. Samsat Lainnya di wilayah Kabupaten Lampung Timur 

Susunan organisasi UPTD Pendapatan, terdiri dari: 

a. Kepala 

b. Sub bagian Tata Usaha 

c. Seksi Pendataan dan penetapan 

d. Seksi penerimaan dan penagihan  

e. Kelompok jabatan fungsional
1
 

                                                 
1 Bapenda.lampungprov.go.id., Diakses 20 Juli 2021 Pukul 09.00. 
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2. Visi dan Misi SAMSAT Sukadana 

a. Visi  

Rakyat Lampung Berjaya. Aman, Berbudaya, Maju dan Berdaya Saing, 

Sejahtera. 

b. Misi 

Mewujudkan “Good Governance” untuk Meningkatkan kualitas dan 

pemerataan pelayanan publik.
2
 

Visi dimaksudkan untuk rakyat sejahtera, rakyat yan menjadi 

pelaku pembangunan, dan rakyatnya menerima manfaat dari pembangunan 

tersebut. Maka dari itu potensi yang ada harus dibangun terus melalui 

inovasi sehingga menjadi kekuatan dalam rangka untuk mendukung 

program/visi Lampung berjaya. 

Misi dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang religius, 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, menigkatkan kualitas SDM, 

mengembangkan infrastruktur, membangun kekuatan ekonomi 

masyarakat, mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk 

kesejaheraan bersama. 

 

  

                                                 
2 Bapenda.lampungprov.go.id., Diakses 20 Juli 2021 Pukul 09.00. 
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3. Struktur Organisasi SAMSAT Sukadana 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi SAMSAT Sukadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kepala UPTD bertugas mengendalikan dan mengkoordinasikan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan oleh kepala dinas serta peraturan yang berlaku. 

b. Kasubag Tata Usaha bertugas melaksanakan program kerja UPT samsat 

dan sub bagian tata usaha, melaksanakan pengelolaan administrasi 

kepegawaian, administrasi keuangan, dan pengelolaan tata naskah dinas 

dan kearsipan 

c. Kasi pendapatan dan penetapan bertugas dalam penghitungn dan 

penetapan pajak daerah, melaksanakan dan pendistribusian serta 

penyimpanan surat-surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran, 

pendapatan dan penetapan. 
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MM 

KASI 

PENERIMAAN 
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d. Kasi penerimaan dan penagihan bertugas untuk pembukuan dan 

pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan 

penerimaan asli daerah lainnya.
3
 

Struktur organisasi ini dimaksudkan agar petugas-petugas 

pajak dapat secara maksimal dalam memberikan pelayanan pajak ke 

masyarakat. 

 

4. Mekanisme Pelayanan SAMSAT Sukadana 

a. Mekanisme Pengurusan STNK Pengesahan 

Gambar 4.2 

Mekanisme Pengurusan STNK Pengesahan 

 
1) Pemohon datang ke samsat dengan membawa persyaratan lengkap 

2) Selanjutnya pemohon mengisi formulir pendaftaran pengurusan 

STNK pengesahan 

3) Lalu di loket pendaftaran, persyaratan dan identitas sebagai pemilik 

kendaraan akan diteliti oleh petugas (back office) 

4) STNK akan disahkan dan dicetak dengan komputer 

                                                 
3 Wawancara dengan Ibu Anita Chotib Selaku Kasubag Tata Usaha, 9 September 2020. 
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5) Konektornya adalah Kanit Min Regident dan Kasi Pajak, nanti 

pemohon akan diberitahu jika sudah selesai. 

6) Pemohon membayar ke kasir 

7) Setelah STNK sudak dicetak makan akan diserahkan kepada 

pemohon dan arsip untuk di kantor
4
 

b. Mekanisme Pengurusan STNK Perpanjangan & Duplikat 

Gambar 4.3 

Mekanisme Pengurusan STNK Perpanjangan & Duplikat 

 

1) Pemohon datang ke kantor samsat dan menuju ke tempat cek fisik 

untuk mengecek nomor rangka dan mesin kendaraan 

2) Pemohon diminta mengisi formulir cek fisik dan diserahkan kepada 

petugas yang bersangkutan, serta menyerahkan dokumen yang 

menjadi persayaratan (STNK asli, BPKB asli dan fotokopi, KTP asli 

dan fotokopi yang tertera di STNK dan BPKB, kendaraan yang akan 

diganti platnya karena nanti harus cek nomor rangka dan mesin, 

uang untuk membayar pajak kendaraan) 

                                                 
4 Bapenda.lampungprov.go.id., Diakses 20 Juli 2021 Pukul 09.00. 
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3) Tunggu sampai nama pemohon dipanggil oleh petugas 

4) Selanjutnya petugas akan melakukan pengecekan data sesuai STNK 

dan BPKB yang ada 

5) Pemohon melakukan pembayaran sesuai yang diminta petugas 

6) Setelah itu pengambilan STNK dan plat nomor baru dilakukan 

dengan menggunakan struk yang ada 

7) Petugas menyerahkan STNK dan membuat arsip
5
 

STNK duplikat adalah dokumen sah pengganti STNK asli 

yang dkeluarkan oleh samsat sebagai pengganti STNK yang hilang. 

Tujuan perpanjangan STNK adalah memantu melindungi kendaraan 

yang kita liki. STNK yang selau diperpanjang tepat waktu dapat 

menghindari terjadinya pencurian kendaraan. Apabila terjadi pencurian 

bisa diketahui dari kesamaan data yang ada di STNK dan nomor polisi 

c. Mekanisme Pengurusan STNK Kendaraan Baru 

Gambar 4.4 

Mekanisme Pengurusan STNK Kendaraan Baru 

 

                                                 
5 Bapenda.lampungprov.go.id., Diakses 20 Juli 2021 Pukul 09.00. 
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1) Pemohon datang ke samsat dengan membawa persyaratan (KTP 

untuk WNI, KITAS/KITAP untuk WNA, kartu keluarga, faktur 

pembelian kendaraan bermotor, PIB(Pemberitahuan Impor Barang) 

jika diperlukan) 

2) Petugas akan cek dokumen pemohon 

3) Pemohon melakukan pembayaran sesuai yang diminta petugas 

4) Petugas akan mencetak STNK 

5) Setelah selesai petugas menyerahkan STNK ke pemohon
6
 

Pengurusan STNK kendaraan baru dimaksudkan agar unit 

yang dibeli dat digunakan di jalan raya, karena jika tidak dilengkapi 

dengan surat-surat maka kendaraan tidak dapat digunakan d jalan raya. 

 

B. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 

Pajak adalah iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan 

(pendapatan) kepada Negara yang bersifat wajib, dan jika tidak dilakukan 

maka bias terjadi pemaksaan dan sita.
7
 

Pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam 

pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama 

samsat. Kantor bersama samsat ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu 

                                                 
6 Bapenda.lampungprov.go.id., Diakses 20 Juli 2021 Pukul 09.00. 
7 Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya”, Tax and 

Accounting Review, Vol. 1, No. 1, 2013, 41. 
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Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. 

(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
8
 

Kepala samsat Sukadana menyatakan bahwa mereka ingin 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara memberikan edukasi dan 

sosialisasi. Mereka juga mengadakan samsat keliling agar memudahkan 

masyarakat untuk membayar pajak. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kondisi ekonomi, jarak tempuh, 

fasilitas dan juga perilaku petugas itu sendiri. Maka dari itu kami akan lebih 

mengedukasi tentang pentingnya pajak. Pandemi ini kami memberikan 

edukasi dan sosialisasi melalui media sosial.
9
 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

adalah sebagai berikut. 

1. Faktor Kesadaran Perpajakan 

Kesadaran diartikan sebagai pemahaman atau pengetahuan 

seseorang atas dirinya dan keberadaan dirinya. Kesadaraan wajib pajak 

adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 

Sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi suatu keadaan dimana 

seluruh rakyatnya memiliki kesadaran untuk membayar pajak, pasti masih 

ada yang tersisa sebagian kecil orang-orang yang tidak mau membayar 

pajak. Hal ini sama dengan tidak semua orang mematuhi tata tertib berlalu 

                                                 
8Bapenda.lampungprov.go.id., Diakses 20 Juli 2021 Pukul 09.00. 
9Wawancara dengan Bpk. Badarrudin selaku Kepala SAMSAT Sukadana,  9 September 

2020. 
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lintas, pasti ada saja orang-orang yang tidak patuh tata tertib lalu lintas. 

Indikator kesadaran perpajakan ditunjukan dengan mengetahui fungsi 

pajak dan kesadaran membayar pajak.
10

 

2. Faktor Petugas Pajak 

Petugas pajak adalah pihak yang seharusnya menegakkan hukum 

perpajakan. Salah satu faktor yang menyebabkan baik atau buruknya 

motivasi wajib pajak dipengaruhi oleh petugas wajib pajak. Dimana 

sesuai peraturan seorang petugas pajak hendaknya harus memiliki sikap 

jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, objektif, sopan/tidak arogan, 

serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
11

 

Petugas pajak diharapkan bersikap simpati, bersifat membantu, 

dan bersikap jujur. Salah satu faktor yang mempengaruhi sikap wajib 

pajak adalah sikap petugas pajak dimana harus sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

Melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-

84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima ditegaskan beberapa ketentuan 

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan adalah sebagai berikut.
12

 

a. Waktu pelayanan adalah pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu 

setempat 

b. Pegawai yang berhubungan langsung dengan wajib pajak harus 

menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat, dan cepat 

serta tidak mempersulit layanan, dengan cara: bersikap hormat, dan 

rendah hati terhadap tamu, petugas selalu berpakaian rapi dan 

bersepatu, selalu bersikap ramah, memberikan 3S (senyum, sapa, dan 

                                                 
10Ibid., 
11Ibid., 
12Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas 

Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, 

Tax & Accounting Review, Vol. 1, No. 1, 2013, 20. 
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salam), mengenakan kartu identitas pegawai, mendengarkan dengan 

baik apa yang diutarakan wajib pajak, tidak melakukan aktivitas lain 

misalnya menerima panggilan telepon, makan, minum, mendengarkan 

musik saat memberikan pelayanan 

c. Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi seharusnya 

petugas memberikan informasi/penjelasan secara jelas dan lengkap, 

petugas dapat menggunakan brosur/buku petunjuk teknis pelayanan. 

d. Akan lebih baik jika petugas dapat menjelaskan berapa lama harus 

menunggu 

e. Bila petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan atau surat yang 

disampaikan wajib pajak misalnya kurang lengkap, maka petugas 

harus menjelaskannya secara jelas dan ramah sampai wajib pajak 

memahami secara baik. 

 

Realitanya di sebagian kecil petugas pajak tidak mencerminkan 

sikap yang sesuai. Untuk masyarakat yang awam tentang pajak pasti 

membutuhkan pengetahuan yang lebih tentang pajak namun biasanya 

petugas pajak tidak sabar dalam melayani masyarakat dan terkesan cuek. 

Padahal seharusnya petugas pajak dapat mencerminkan sikap keramahan, 

keanggunan, dan kenyamanan sehingga kami merasakan kemudahan 

dalam pemenuhan kewajiban pajak. Apalagi saat pandemi seperti ini 

pelayanan serasa dipersingkat oleh waktu karena tidak boleh 

menimbulkan kerumunan, jadi biasanya dijelaskan sedikit diberi brosur, 

lalu dihubungi kembali melalui handphone. namun biasnya diberikan 

informasinya lumayan lama.
13

 

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa masyarakat atau wajib 

pajak terkadang malas untuk membayar pajak dikarenakan sikap petugas 

pajak yang terkadang cuek, tidak sabar, dan kurang memberikan arahan 

kepada wajib pajak sehingga terjadi ketidaknyamanan.  

                                                 
13 Wawancara dengan Bpk. Heri selaku Wajib Pajak di daerah Batanghari Nuban, 1 Mei 

2021. 



38 

 

 

Wajib pajak yang lainnya Bapak Septian mengatakan bahwa 

beliau mengaku pelayanan yang lama, beliau juga pernah dapat tiket 

antrian namun panggilannya secara acak jadi membuatnya merasa 

kecewa. Selama pandemi covid-19 juga masih banyak calo dan pungli 

yang berkeliaran di kantor samsat. Bahkan saat baru parkir motor saja 

sudah ditanya-tanya atau ditawarkan mau ngurus berkasnya. Fasilitas 

seperti tempat duduk juga masih minim sehingga masyarakat banyak yang 

antri dengan berdiri. Pelayanan petugas pajaknya lambat dan kurang 

maksimal sehingga itu adalah satu satu alasan kami tidak membayar 

pajak. 

3. Faktor Hukum Pajak 

Faktor hukum pajak adalah salah satu hal penting untuk 

melakukan kepatuhan wajib pajak. Namun pada kenyataannya meskipun 

peraturan yang tertulis sudah lengkap dan bersifat mengikat, hukum pajak 

tersebut tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perlu diadakan 

edukasi dan sosialisasi secara berlanjut untuk memberi pengetahuaan 

lebih kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.
14

 

Masyarakat yang awam terhadap hukum pajak biasanya terjadi 

ketidakpatuhan dalam membayar pajak, contohnya seperti mereka 

beralasan sudah tidak punya uang lagi untuk membayar pajak karena 

penghasilan yang mereka peroleh telah habis dikonsumsi, dan terkadang 

juga banyak yang mengklaim dengan bangga kepada rekan-rekan bahwa 

                                                 
14 Wawancara dengan Bpk. Badarrudin selaku Kepala SAMSAT Sukadana,  9 September 

2020. 
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mereka tidak membayar pajak sama sekali. Begitulah pentingnya 

sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat secara terus menerus.  

Menurut bapak Anton selaku wajib pajak masyarakat awam sulit 

memahami tentang hukum pajak karena seringnya terjadi perubahan, juga 

jarang dilakukan sosialisasi. Karena itu masyarakat juga sering 

menyalahartikan tentang maksud dan tujuan dibentuknya suatu peraturan 

yang akhirnya menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak untuk 

membayarkan kewajibannya.
15

 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan ada dua 

kemungkinan, pertama adalah masyarakat yang sulit memahami peraturan 

pajak atau memang tidak mau tahu tentang peraturan pajak. Kedua 

petugas pajak yang jarang memberikan sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat sehingga masyarakat tidak tergugah niatnya untuk membayar 

pajak. 

4. Faktor Sikap Rasional 

Faktor sikap rasional mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang 

didasarkan pada kemampuan menganalisis atau pertimbangan seorang 

wajib pajak dalam menghitung atas untung dan ruginya membayar pajak. 

Hal ini didasarkan pada kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan 

keuangannya.  

Sikap rasional ini juga dapat memicu suatu kejahatan, karena 

ketika seseorang membutuhkan kebutuhan keuangan yang lebih  besar 

                                                 
15 Wawancara dengan Bpk. Anton selaku Wajib Pajak di daerah Batanghari Nuban, 20 

Maret 2021. 
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namun penghasilan dari pekerjaannya tidak mencukupi seseorang bisa 

saja melakukan tindakan kriminal. Apalagi pada saat pandemi Covid-19 

masyarakat banyak yang mengeluh kekurangan kebutuhan keuangan yang 

diakibatkan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja, tidak adanya 

lowongan perkerjaan dan sebagainya, sehingga banyak masyarakat yang 

berbuat nekat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika memenuhi 

kebutuhan sehari-hari saja kekurangan apalagi untuk membayarkan pajak. 

5. Faktor Jarak Tempuh 

Faktor jarak tempuh adalah salah satu faktor yang paling banyak 

dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Karena jarak tempuh yang lumayan 

jauh masyarakat akhirnya banyak memutuskan untuk tidak membayarkan 

pajaknya.  

Bapak Arif mengatakan bahwa beliau memutuskan tidak 

membayar pajak karena jarak tempuh yang lumayan jauh sehingga beliau 

memutuskan untuk tidak membayarkan pajaknya. Beliau juga beralasan 

tidak membayar pajak karena kendaraannya hanya digunakan di desa saja 

tidak untuk berpergian ke jalan-jalan utama. Karena pekerjaan beliau 

hanya kesawah dan keladang, beliau juga mengaku bahwa kondisi 

keuangannya cukup pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
16

 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat belum paham apa fungsi pajak, apa manfaat pajak, dan 

bagaimana hukum pajak. Dengan begitu pentingnya diberikan sosialisasi 

                                                 
16 Wawancara dengan Bpk. Arif selaku Wajib Pajak di daerah Batanghari Nuban, 20 

Maret 2021. 
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atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pajak khususnya pajak 

kendaraan bermotor.  

 

C. Peran Edukasi & Sosialisasi Samsat Lampung Timur 

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor 

adalah suatu masalah yang secara terus menerus harus dihadapi oleh Kantor 

SAMSAT Sukadana Lampung Timur. Realisasi kepatuhan wajib pajak dalam 

pajak kendaraan bermotor lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah 

kendaraan yang telah terdaftar.
17

 

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan memberikan edukasi dan 

sosialisasi tentang perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Secara umum 

semakin tingkat pengetahuan masyarakat tentang pajak maka semakin mudah 

bagi mereka untuk memahami segala sesuatu tentang pajak.  

Edukasi yang telah diberikan oleh pihak SAMSAT Sukadana dalam 

masa pandemi Covid-19 adalah melalui media online. Seperti misalnya 

membagikan informasi tentang pajak melalui website.
18

 

Edukasi yang dilakukan petugas pajak samsat Lampung Timur pada 

masa covid-19 adalah seperti penerapan protokol kesehatan cegah covid-19. 

Petugas menyebutkan penerapan kesehatan cegah covid-19 seperti 

menerapkan pola hidup sehat, menggunakan masker, jarak jarak saat 

                                                 
17 Wawancara dengan Bapak Badarudin selaku Kepala SAMSAT Sukadana, pada tanggal 

20 Agustus 2020. 
18 Wawancara dengan Bapak Iqbal selaku bendahara SAMSAT Sukadana, pada tanggal 7 

September 2020. 
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melakukan transaksi di kantor samsat. Petugas juga mengajak masyarakat 

terkait adaptasi kebiasaan baru. 

Sosialisasi juga harus dilakukan kepada masyarakat agar paham 

tentang pajak. Sosialisai dilakukan sebagai upaya dari pihak SAMSAT untuk 

memberikan informasi, dan pembinaan terhadap masyarakat mengenai 

sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perpajakan. Apabila sosialisasi 

perpajakan dilakukan secara jelas, terarah, maka pemahaman wajib pajak 

akan baik maka secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak pun akan baik. 

Sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Sosialisasi 

biasanya diberikan pada saat diadakan Samsat Keliling. Sosialisasi tersebut 

juga biasanya dilakukan bersamaan dengan samsat keliling, petugas 

memberikan arahan kepada masyarakat juga perihal pembayaran pajak dapat 

dilakukan secara online. 

Samsat keliling sendiri adalah melayani registrasi dan identifikasi 

kendaraan bermotor pengesahan tahunan, serta pembayaran pajak kendaraan 

bermotor satu tahun berjalan, dengan maksimal keterlambatan 11 bulan dari 

tanggal jatuh tempo. Pembayaran pajak kendaraan bermotor yang memiliki 

tunggakan hanya dapat dilayani di SAMSAT induk dan SAMSAT 

pembantu.
19

 

Masyarakat pedalaman juga jarang mengakses informasi terkait 

perpajakan di media sosial, karena mereka mengaku tidak sempat membuka 

                                                 
19 Bapenda.lampungprov.go.id, diakses pada tanggal 17 Mei 2021. 
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handphone dan ada juga yang tidak bisa baca tulis sehingga ini menyebabkan 

kesulitan untuk memahami suatu informasi.  

Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak untuk membayar pajak adalah: 

1. Memperbaiki pelayanan petugas pajak agar wajib pajak merasakan 

kenyamanan yang nantinya mereka mau membayar pajak secara sukarela 

2. Meningkatkan jumlah petugas pajak untuk memperbaiki kualitas hukum 

dan juga dapat melayani masyarakat secara maksimal 

3. Memberikan bukti nyata kepada masyarakat bagaimana pajak membantu 

kesejahteraan hidup masyarakat 

4. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang manfaat pajak 

5. Memudahkan pembayaran pajak masyarakat 

Berdasarkan hasil penelitian banyak masyarakat yang belum memiliki 

kesadaran untuk membayar pajak dengan alasan bermacam-macam. Dengan 

begitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 

adalah dengan menerapkan strategi-strategi yang tepat. Hal yang perlu 

diperhatikan terutama adalah pelayanan petugas pajak, pelayanan harus 

mencitrakan sebuah keanggunan, keramahan, kebersihan, dan kenyamanan. 

Apabila sudah diterapkan ada kemungkinan masyarakat merasa nyaman 

untuk membayarkan kewajibannya. Selanjutnya yaitu menambah petugas 

pajak yang dapat menekan masyarakat untuk membayar pajak agar timbul 

efek jera sehingga diharapkan dapat menambah penerimaan pajak yang 

berkelanjutan. Petugas juga harusnya dapat membuat masyarakat percaya 
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bahwa dalam membayar pajak nantinya akan kembali juga kepada 

masyarakat dengan cara memberi bukti nyata terhadap masyarakat apa saja 

yang dihasilkan dengan membayar pajak. Dan petugas juga harus melakukan 

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara rutin agar masyarakat 

paham apa yang menjadi hak dan kewajiban seorang wajib pajak terutama di 

pajak kendaraan bermotor yang notabene semua orang memilikinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan teori disebutkan bentuk-bentuk sosialisasi diantaranya 

adalah sebagai berikut. 

1. Media informasi, contohnya seperti melalui televisi, media koran, poster, 

slogan, dan sebagainya. 

2. Slogan, contohnya seperti “Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaannya” 

3. Cara penyampaian, contohnya seminar, diskusi. 

4. Kualitas sumber informasi, seperti internet, iklan 

5. Materi sosialisasi, contohnya pelayanan perpajakan di masing-masing unit 

dan memberi informasi tentang manfaat pajak 

6. Kegiatan penyuluhan, contohnya metode diskusi 

Selanjutnya edukasi adalah usaha untuk membina kepribadian 

masyarakat sesuai dengan nilai-nilai budaya dan hukum. Edukasi dapat 

diberikan secara langsung maupun media. Contoh diskusi secara 

berkelompok maupun virtual (media zoom). 

Berdasarkan fakta yang terdapat dilapangan peran edukasi dan 

sosialisasi ada yang kurang terealisasi, seperti berikut. 

1. Seorang petugas pajak sering memberikan sosialisasi dan edukasi melalui 

sosial media, meskipun pada saat ini teknologi sudah sangat canggih tetapi 

masih banyak ditemui masyarakat tingkat lanjut yang gagap teknologi 



46 

 

 

seperti contoh mereka jarang membuka website, email, facebook, 

instagram terkait dunia perpajakan sehingga banyak yang ketinggalan 

informasi tentang pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor 

2. Kurangnya perhatian dari petugas pajak kepada masyarakat awam tentang 

perpanjakan khususnya pajak kendaraan bermotor seperti misalnya 

kurangnya dilakukan diskusi atau penyuluhan terkait pajak kendaraan 

bermotor di desa-desa, kalaupun ada petugas hanya memberikan 

infomasinya lewat sosial media bukan melalui kepala desa, RT/RW untuk 

menyampaikan kepada warganya untuk ikut serta diskusi tentang 

perpajakan disuatu tempat didesa tersebut, bahkan tidak pernah 

diadakannya diskusi semacam itu, sehingga membuat masyarakat tidak 

paham tentang dunia perpajakan khususnya pajak kedaraan bermotor 

Hasil penelitian dalam skripsi yang berjudul “Peran Edukasi dan 

Sosialisasi Samsat Lampung Timur pada Pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Wilayah V Lampung 

Timur” ternyata belum semuanya terealisasi dengan baik sebab kurangnya 

perhatian dari petugas pajak terhadap masyarakat awam dan juga kurangnya 

kesadaran masyarakat itu sendiri untuk menggali informasi tentang pajak 

kendaraan bermotor sehingga hal tersebut mempengaruhi peningkatan 

kepatuhan wajib pajak di wilayah V Lampung Timur. 
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B. Saran 

1. Kepada kantor SAMSAT Sukadana untuk sering melakukan kegiatan 

sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat agar paham tentang 

pentingnya arti perpajakan. 

2. Kepada masyarakat diharapkan untuk melatih kesadaran diri tentang 

pentingnya menjalankan kewajiban membayarkan pajak. 
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